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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus perempuan berstatus janda akibat
pernikahan dan perceraian yang dilangsungkan secara siri, yang mengalami kendala
administratif ketika hendak mencatatkan pernikahan berikutnya di Kantor Urusan
Agama (KUA) karena tidak memiliki akta cerai, sementara permohonan isbat
cerainya ke Pengadilan Agama ditolak akibat indikasi poligami siri. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran dan pertimbangan Kepala KUA Martapura
Kota dalam mencatatkan pernikahan janda siri tanpa akta cerai tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau field research
penelitian lapangan, dilaksanakan di KUA Kecamatan Martapura Kota. Subjek
penelitian adalah Kepala KUA Martapura Kota. Data diperoleh melalui wawancara
dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir
deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pencatatan pernikahan tetap diawali
melalui prosedur administrasi baku berupa pendaftaran dan pemeriksaan berkas
oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketika ditemukan pengakuan pernah menikah dan
bercerai siri meskipun status administratif calon pengantin masih perawan, Kepala
KUA melakukan pemeriksaan dua lapis, yaitu pemeriksaan dokumen resmi dan
pemeriksaan factual dan keagamaan atas riwayat nikah-cerai siri para pihak, serta
mengarahkan pengajuan isbat cerai ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan itu
ditolak, status calon pengantin secara administrasi kembali ke status semula, namun
Kepala KUA tetap menelusuri fakta yang diakui para pihak sebelum mencatatkan
pernikahan baru.Kedua, pertimbangan Kepala KUA bersifat multidimensi, meliputi
pertimbangan administratif atas kelengkapan dokumen, pertimbangan hukum
positif bahwa nikah dan cerai siri tidak berkekuatan hukum negara sehingga isbat
cerai tetap diwajibkan, pertimbangan fikih bahwa nikah siri dapat sah secara agama
apabila memenuhi rukun dan syarat, serta pertimbangan kehati-hatian yang tampak
dari sikap tidak menjadikan surat pernyataan cerai siri sebagai syarat administrasi
utama dan perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan anak. Dengan
demikian, tindakan Kepala KUA bukan upaya mempermudah pencatatan secara
longgar, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menyeimbangkan kepastian hukum
positif dengan fakta sosial-keagamaan yang dihadapi para pihak.



